
 
 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
     
       NOMOR :  17  TAHUN  2012 
  

TENTANG 
 

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN 

PURWAKARTA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta 
maka dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan 
kesehatan yang bermutu kepada masyarakat 
berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, 
produktifitas, dan penerapan praktek rumah sakit 
yang sehat: 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang–
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tarif 
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dengan 
Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b,dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten 
Purwakarta. 

 



 
 

 

 
 
 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 
 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 



 
 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 48) 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 



 
 

 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

 
 
 
 
 
 
 

 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif 
Rumah sakit Badan Layanan Umum; 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Daerah. 
 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

  



 
 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA 

dan 
BUPATI PURWAKARTA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN 
PURWAKARTA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;  
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta; 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya  disingkat RSUD 

adalah Lembaga Teknis Daerah dan/atau Rumah Sakit Umum 
Daerah Bayu Asih milik pemerintah Kabupaten Purwakarta yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi umum dengan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih 
Kabupaten Purwakarta; 

7. Pola tarif adalah pengaturan dan perhitungan besaran tarif 
rumah sakit yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi 
nirlaba; 

8. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian 
atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, 
yang dibebankan kepada pasien; 

9. Tarif rumah sakit umum daerah adalah tarif kelas III; 
10. Tarif rumah sakit umum daerah non kelas III adalah tarif yang 

ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD yang mengacu 
pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal provinsi; 


